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Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-X111/2015 yang memaknai Pasal 29 Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan
postnuptial agreement serta pencabutan perjanjian perkawinan. Ketentuan tersebut menimbulkan
permasalahan yaitu keberlakuan perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan serta
akibat hukum pencabutan perjanjian perkawinan. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis
normatif dengan menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-X111/2015 dan menganalisanya
dengan teori untuk mendapatkan jawaban dari permasal ahan. Putusan Mahkamah Konstitus tersebut
menyatakan bahwa perjanjian perkawinan berlaku sgjak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain
dalam perjanjian perkawinan. Dapat disimpulkan, berlaku surutnya postnuptial agreement sejak perkawinan
dilangsungkan akan mengakibatkan perubahan kedudukan harta perkawinan yang berpotensi merugikan
pihak ketiga. Selain itu, perubahan kedudukan harta perkawinan dari harta bersama menjadi harta pribadi
menyebabkan harta bersama yang telah ada harus dilakukan pemisahan dan pembagian padahal harta
bersama merupakan pemilikan bersama yang terikat yang hanya dapat diakhiri karena berakhirnya
perkawinan. Pencabutan perjanjian perkawinan berpotensi merugikan pihak ketiga karenaitu akta
pencabutan perjanjian perkawinan sebaiknya diberitahukan dan diumumkan serta dicatatkan agar dapat
diketahui pihak ketiga. Akibat hukum pencabutan perjanjian perkawinan terhadap harta perkawinan adalah
kedudukan harta perkawinan kembali pada kedudukan semula sehingga berlaku ketentuan Pasal 35 dan 36
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sedangkan akibat hukum terhadap pihak ketigatidak berlaku mutlak,
tetap berlaku kedudukan harta perkawinan sebelum pencabutan perjanjian perkawinan.
<hr><i>Constitutional Court Decision Number 69 PUU XII 2015 which interprets article 29 of The 1974
Marriage Law Law No. 1 of 1974 allows execution of postnuptial agreement, an agreement entered into
after amarriage has taken place, as well asto repeal marriage agreement prenuptial, postnuptial. The
Decision raised the question on the validity of an existing postnuptial agreement and what would be the
impact of the repeal of marriage agreement. The method used in this research is normative juridical by
reviewing and analyzing theorically The Decision of The Constitutional Court Number 69 PUU XI11 2015 to
answer the question. The Decision of The Constitutional Court stipulates that Idquo The agreement valid
since the wedding took place, unless otherwise specified in marriage agreement. rdquo The conclusion from
this study is that the retroactive validity of postnuptial agreement caused changes in the status of marital
property which may cause disadvantage to any third party. In addition, the change in the status of marital
property from joint property to private property causes existing joint property to be split and division
whereas joint property is a bonded joint ownership that can only be terminated due to the end of marriage.
The repeal of marriage agreement potentially has a negative impact to third parties, hence should be
notified, announced and registered. The law impact of marital property due to the repeal of marriage
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agreement is the fact that joint property will be reinstated, matters relating thereto shall be afforded the same
status as that applicable prior to repealed, therefore article 35 and 36 of The 1974 Marriage Law applied,
whereas impact on third parties shall not apply absolute, retain the status of the marital property prior to
repeaded.</i>



